
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

M enim bang

M engingat

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 41 TAHUN 2 0 2 0

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

: a. bahw a u n tu k  m elak san ak an  k e ten tu an  U ndang-U ndang 
Nomor 31 T ahun  1999 ten tan g  P em beran tasan  T indak 
P idana Korupsi, perlu  m engoptim alisasi sum ber daya 
m an u s ia  dalam  pencegahan  tindak  p id an a  korupsi di 
K abupaten  Pesaw aran, yang m eliputi peserta  didik, 
A paratu r Sipil Negara, Pegawai B adan  U saha  Milik 
D aerah, dan  m asy arak a t yang memiliki an ti korupsi;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  D aerah 
ten tan g  Im plem entasi Pendidikan Anti Korupsi;

: 1. U ndang-U ndang Nomor 31 T ahun  1999 ten tan g
P em beran tasan  T indak P idana Korupsi (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  1999 Nomor 140, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 387);

2. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tan g
P em bentukan  K abupaten  Pesaw aran di Provinsi Lam pung 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 
Nomor 99, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4749);

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g
Pem bentukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234) sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan U ndang-U ndang 
Nomor 15 T ahun  2019 ten tan g  P erubahan  Atas U ndang- 
U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  Pem ben tukan  
P e ra tu ran  P erun d an g -u n d an g an  (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 183, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana 
telah  beberapa  kali d iu b ah  terakh ir dengan  U ndang- 
U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P eru b ah an  Kedua



a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara R epublik Indonesia  Nomor 5679);

5. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 
ten tan g  Pem ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036), 
sebagaim ana  te lah  d iubah  dengan P e ra tu ran  M enteri 
D alam  Negeri Nomor 120 T ahun  2018 ten tan g  P erubahan  
A tas P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun
2015 ten tan g  Pem ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2018 Nomor 157);

6. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pesaw aran  Nomor 6 T ahun
2016 ten tan g  P em ben tukan  d an  S u su n a n  Perangkat 
D aerah  (Lem baran D aerah  K abupaten  Pesaw aran  T ahun  
2016 Nomor 18, T am bahan  Lem baran D aerah  K abupaten  
Pesaw aran  Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  ini yang  d im aksud  dengan:

1. D aerah  ad a lah  D aerah  K abupaten  Pesaw aran.

2. Pem erin tah  D aerah  ad a lah  kepala  d aerah  sebagai u n s u r  penyelenggara 
P em erin tahan  D aerah  yang m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  p em erin tah an  yang 
m enjadi kew enangan d aerah  otonom .

3. K abupaten  ad a lah  K abupaten  Pesaw aran.

4. B upati ad a lah  B upati Pesaw aran.

5. A para tu r Sipil Negara yang  se lan ju tnya  d isingkat ASN, adalah  A paratu r Sipin 
Negara di K abupaten  Pesaw aran.

6. Peserta  didik ad a lah  p eserta  didik pad a  jen jan g  pendid ikan  yang m enjadi 
kew enangan Pem erin tah  K abupaten  Pesaw aran.

7. Pegawai B adan  U saha  Milik D aerah  yang se lan ju tnya  d iseb u t Pegawai BUMD 
ad alah  Dewan K om isaris/D ew an pengaw as, direksi d an  se lu ru h  karyaw an pada  
B adan  U saha  Milik D aerah  yang sebagian a ta u  se lu ru h  sah am n y a  dimiliki oleh 
Pem erin tah  K abupaten  Pesaw aran.

8. Pem erin tah  D esa ad a lah  Kepala D esa yang d ib an tu  perangkat D esa sebagai 
u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Desa.

9. M asyarakat ada lah , lem baga d an  organ isasi kem asyaraka tan , se rta  organ isasi 
politik yang  m enerim a d an  m engelola h ib ah  dan  b a n tu a n  yang  bersum ber dari 
A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah K abupaten  Pesaw aran.

10. P ihak ketiga ad a lah  perseo rangan , b ad an  u sa h a  yang b e rb ad an  huk u m , 
o rganisasi k em asy arak a tan  baik  yang berbadan  u sa h a  m au p u n  yang tidak  
berbadan  u sa h a  sesua i k e te n tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .



11. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan 
nilai-nilai universal.

12. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun 
secara terperinci.

13. Insersi adalah penyisipan/integritas intisari nilai-nilai dalam proses 
pembelajaran.

14. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang 
merupakan proses untuk menguatkan sikap intikorupsi dalam diri.

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan 
Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam rangka 
implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 
memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, 
Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Implementasi pendidikan anti korupsi;
b. Kerja sama;
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian K esatu  
Umum

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada:
a. Peserta didik;
b. ASN;
c. Pegawai BUMD;
d. Pemerintah Desa;
e. Masyarakat.



Paragraf 1 
P eserta Didik

Pasal 6

(1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan 
pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan dilaksanakan pada kurikuler, 
kokurikuler dan ekstrakurikuler.

(2) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan non formal yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:
a. Materi Pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar, 

PAUD dan kesetaraan;
b. Melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
c. Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan 

melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi 
pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;

d. Melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi.

Pragraf 2  
ASN

Pasal 8

(1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program 
pelatihan.

(2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 
jenis pelatihan:
a. Pelatihan teknis;
b. Pelatihan fungsional;
c. Pelatihan manajerial;
d. Pelatihan dasar;
e. Pelatihan kepemimpinan pemerintahan daerah;
f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilakukan oleh 
Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh anti korupsi pada proses pendidikan dan 
pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Paragraf 3  
Pegawai BUMD

Pasal 10

(1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada pegawai BUMD dilaksanakan pada 
program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan 
kejahatan korporasi.



(2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
P em erintah D esa

Pasal 11

(1) Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam program sosialisasi 
dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

(2) Implementasi pendidikan anti korupsi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 5
M asyarakat

Pasal 12

(1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat dilaksanakan pada 
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan serta Organisasi Politik.

(2) Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan, Lembaga dan 
Organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik yang menerima dan 
mengelola hibah dan bantuan yang bersumber APBD.

(3) Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah 
pengampu Hibah dan Bantuan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Pesawaran dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan 
pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB V
KERJA SAMA 

Pasal 13

(1) Dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Pemerintah Daerah lainnya 
dan/atau pihak ketiga.

(2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan 
usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) M onitoring d an  evaluasi p e lak san aan  im plem entasi pendid ikan  an ti korupsi 
d ilakukan  oleh B upati.

(2) Dalam  rangka  p e lak san aan  m onitoring d an  evaluasi sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1), B upati m en u g ask an  Inspek to ra t K abupaten  Pesaw aran  bersam a 
in s tan s i te rka it se su a i k e b u tu h a n .

Pasal 15

Pelaporan a ta s  im plem entasi pend id ikan  an ti ko rupsi d isam paikan  kepada  B upati 
paling sedik it 1 (satu) ta h u n  sekali a ta u  sew aktu  w ak tu  apab ila  d iperlukan .

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang tim bul sebagai ak ib a t d ite tapkanya  p e ra tu ran  B upati ini d ibebankan  
pada:

a. APBD K abupaten;

b. S um ber pem biayaan  lain  yang  sah  d an  tidak  m engikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  sejak  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P e ra tu ran  B upati 
ini dengan  pen em p atan n y a  dalam  B erita D aerah K abupaten  Pesaw aran.

D itetapkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal 24 j u l i  2020

D iundangkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal 24 j u l i  2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WANGS A

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 0  NOMOR 41 9


